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Ancaman Bahaya di Ja u&/ =
Barat

Banjir

Tanah Longsor
Gempa Bumi
Tsunami
Gunung Meletus
Angin Kencang
Wabah Penyakit

( Flu Burung,DBD
dil)

Kebakaran hutan ‘
Kecelakaan

( Sampah,Pabrik, .
Transportasi)
Kebakaran gedung
tingkat tinggi
Polusi
Kekeringan
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Lembaga dan Kelompok §
Individu yang terlibat di ,//é/)é N\

dalam Penanganan Bendafna\ \‘%" |

Lembaga Pemerintah Pusat
/Departemen

Lembaga di lingkungan Pemerintah
Daerah

Kaum Profesional di bidang
Kebencanaan

Media
LSM

4 s y
Organisasi Politik/Kemasyarakatan

Lembaga
Swasta/Perusahaan/Lembaga
Pendidikan

Kelompok-kelompok Minat
Kelompok Keahlian Tertentu

Kelompok-kelompok Masyarakat
Awam

Individu
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Faktor Penentu Keberhasila ,
Penanganan Bencana 7/ )\

7/
- - |1
Kesiagaan masyarakat di kawasan
bencana

Informasi (cepat ,/Jengkap, dan akurat
fentang :

-Jenis

-Skala/Besarnya Bencana

-Lokasi Bencana ( desa / kota/
kabupaten /provinsi/ lintas provinsi /
L ELT E] )

Ketersediaan dan Kesiagaan personé
terlatih

Ketersediaan dan kesiagaan peralatan *

Ketersediaan dan kecukupan bahan
kebutuhan untuk para kurban dan
pendukung

Koordinasi !
Pemeriksaan berkala !




Pentingnya informasi tent \
bencana '

Informasi awal akan menentukan |
keberhasilan langkah-langkah
penanganan berikutnya:

Keberadaan dan kesiagaan Personel

Peralatan komunikasi/transportasi
/teknologi

Lokasi bencana

Kurban

Bila lembaga/penanggung jawab dalam
penanganan bencana turut menjadi
kurban maka dapat memutus
mekanisme kerja yang telah
dirancang.Oleh karenanya rancangan
harus memperhitungkan kemungkinan
Jjalan alternatifnya agar proses
komunikasi dan penanganan bencana
tetap dapat berjalan secara efektif dan
efisien.
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Komunikasi di Ka was‘}b\g

Bencana

Perilu dibangun dan dimanfaatkan sisté)n
komunikasi dalam keadaan darurat :

Penanggung Jawab
Nomor darurat

Peralatan komunikasi : 2 arah (HP atau radio)

Perlu di manfaatkan media radio pemancar tertentu
untuk kawasan bencana agar bisa memberi
informasi dan instruksi ke masyarakat

Perlu diantisipasi tidak berfungsinya alat
komunikasi HP atau TV ( Perlu radio transistor ).

Adanya Potensi Posi. iﬁ//g/

PRSSNI/I
Media Massa
Individu

Transportasi Darurat
Militer dan Polisi

Pesawat tanpa
awak berkamera

Alat Penyelamatan
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Kelompok Off-
roader

Kelompok Motor _
Cross

Pemelihara Kuda
Para Pemilik
sampan dll.
Pemilik dan
Pengelola alat
berat

Pengelola Jaringan
Komunikasi,Sarana
dan Prasarana

DI




Adanya Potensi Nega%

Informasi yang salah yang |

menimbulkan kepanikan masyarakat.

Disinformasi yang mengarah kepada
tindak kejahatan.

Tidak efektif dan tidak efisiennya
pemberian bantuan.

Catatan-Catatan

Perlu diantisipasi pentingnya dibangun s:siem
informasi di kawasan yang rawan bencana agar dapat
diperoleh informasi yang cepat, akurat serta lengkap.
Perlu diantisipasi bila lembaga atau personel yang,
bertugas menjadi kurban di kawasan bencana

Perlu digali dan dimanfaatkan serta dikembangkan
potensi lokal dalam penanganan bencana.

Perlu disadari bahwa banyaknya pihak yang akan dan
telah terlibat dalam berbagai penanganan bencana

mutilak memeriukan KOORDINASI atau bahkan
perlunya suatu SOP sebagai salah satu alatnya.
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Mengapa Harus Ada S. O.f/g/)

\‘/‘J

1.Partisipasi kita dalam upaya penanganar;)
bencana yang melibatkan berbagai
lembaga,kelompok,individu,organisasi
dengan latar belakang,dengan pola
perilaku ,pengalaman yang berbeda-beda .

2. Tujuan yang mulia untuk menangani
bencana bisa dilakukan dengan cara yang
berbeda-beda oleh pemerintah dan
berbagai komponen masyarakat karena:
gagasannya berbeda, fokusnya berbeda-
beda atau sasarannya berbeda.

e
3.Banyak diantaranya yang tidak memilikig‘
pedoman operasional /pelayanan sehingga
dapat menghasilkan informasi yang tidak*
akurat, tidak lengkap ,tidak cepat atau
bahkan menyesatkan.

4.Tidak adanya SOP dalam penanganan
bencana dapat mengingkari hakekat upaya
MITIGASI BENCANA




What is 2 SOP f |

Copyright: 3/98 by Kenneth Friedman,Ph.D.Department //
Journalism and Communication Lehigh Unlversny,BetIe \ \2)

A
“An SOP is a set of mstructlons

or steps someone follows fo
complete a job safely, with no
adverse impact on the
environment ( and which meets
regulatory compliance

standards), and in a way that
maximizes operational

production requirements.”.

SOP adalah satu rangkaian permtah
atau langkah yang diikuti seseorang
agar dapat menyelesaikan tugas
dengan aman tanpa merusak
lingkungan ( dan memenuhi standar
ketentuan ) sehingga menciptakan
pelaksanaan produksi yang
maksimal.




"A Standard Operating
Procedure is a document which
describes the regularly
recurring operations to ensure
the quality of service required.

A SOP should be available at the
place where the work is done”.

——

SOP Standard Operating|

Procedures
(PROTAB)

Dokumen tertulis yang
menetapkan bagaimana kegiatan
operasional atau langkah-langkah
pelaksanaan tugas harus
dilakukan agar menghasilkan
kualitas layanan yang ditetapkan.

SOP harus berada di tempat dimana
tugas dilaksanakan.




Posisi S.0.P
Penanganan Bencana U,

Tingkat 7 /f/ §\ %y

Provinsi dan Kabupaten/l{oté .

Operasionalisasi dari Tanggung
Jawab dan Wewenang Pemerintah*
Provinsi dalam Penanganan Bencana
di wilayahnya.

Operasionalisasi dari Tanggung
Jawab dan Wewenang Pemerintah
Kabupaten /Kota dalam penanganan
bencana di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi
(RUUPB Pasal 32)

1.Menetapkan kebijakan penanganan -
bencana diwilayahnya berdasarkan
Kebijakan Nasional penanganan bencana.

2.Menetapkan Pola Penanganan Bencana di
wilayahnya dengan memperhatikan
kepentingan dan kekhususan wilayah
provinsi sekitarnya.
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Wewenang dan Tanggung ./7'{, ¢
Pemerintah Kabupaten/l(otf//g
(RUUPB Pasal 33)

{

1.Menetapkan kebijakan penanganan
bencana di wilayahnya (kabupaten /kota )
berdasarkan Kebijakan Nasional dan
Kebijakan Provinsi .

2.Menetapkan Pola Penanganan Bencana di
wilayahnya (kabupaten/Kota) dengan
memperhatikan kepentingan dan
kekhususan wilayah (kabupaten/kota)
sekitarnya.

SOP Tentang apa saj.

Aktivasi

Jenjang komando berkaitan dengan
Cakupan Wilayah Bencana

Komunikasi Tanggap Darurat

Tentang Pengelolaan Informasi
Publik

Pengendalian Desas Desus
Biefing dan konperensi pers
Manajemen Informasi
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Hazards Contingency plans

Mitigasi dan Prosedur Operasi

Damage Assessment and Needs Analysis
Disaster Relief Guidelines

Emergency Operation

Administrasi logistik dll.

——

Fungsi SOP Penangat;zi
Bencana di Jawa Barat/

1.Menjamin efektifitas dan efisiensi,
serta ketertiban dalam penanganan *
bencana .

2.Menjaga konsistensi pelaksanaan tugas.

3.Menghasilkan sinergi seluruh potensi
yang ada di wilayah yang berangkutan
dalam penanganan bencana.

4.Mempermudah dalam pelatihan.
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